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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 35 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 57 TAHUN 2018 

Menimbang 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan 

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana 

pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja 

pemerintah daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam 

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan Perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, 

kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana 

program dan kegiatan RKPD berkenaan. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 

2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pohuwato Tahun 2019. 
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Mengingat “1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negera 

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269): 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817), 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah di ubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 718), 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312), 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 , 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2032: 
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15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 -— 2021: 

16. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata 

kerja Perangkat Daerah Penyelengara Urusan Pemerintahan 

Fungsi Penunjang. 

17. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 

Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 

2018 Nomor 57, Tambahan Berita Daerah Kabupaten 

Pohuwato Nomor 57 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 

2019 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 

(Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Berita 

Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 57), diubah sebagai berikut : 

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 3A 

yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3A 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Pohuwato Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Babl Pendahuluan, 

Bab II Gambaran umum kondisi daerah, 

Bab III Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, 

Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, 

Bab V Rencana kerja dan pendanaan daerah, 

Bab VI Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, 

Bab VII Penutup. 

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Ditetapkan di Marisa 
pada tanggal | pSuspus 2019 BUPATI POHUWATO, 

SYARIF MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 
pada tanggal |” hGusms 2019 

  

 


